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Abstrak - Internalisasi Isu Perubahan Iklim dalam Laporan Keuangan
Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat ma-
terialitas isu perubahan iklim dan untuk mengungkapkan isu perubah-
an iklim dalam laporan keuangan sehingga dapat menjadi pertimbangan
dalam keputusan ekonomi.

Metode - Penelitian ini menggunakan analisis eksploratif guna pengung-
kapan isu perubahan iklim. Metode eksploratif dilakukan dengan me-
lihat dampak perubahan iklim terhadap penerapan standar akuntansi
keuangan (SAK).

Temuan Utama - Hasil menunjukkan bahwa isu perubahan iklim mer-
upakan isu yang material. Status materialitas tersebut mengimplikasikan
bahwa isu ini relevan bagi pengguna laporan keuangan. Relevansi terse-
but mengharuskan pengungkapan isu perubahan iklim melalui keten-
tuan SAK.

Implikasi Teori dan Kebijakan — Kemampuan SAK dalam mengakomo-
dasi isu perubahan iklim mengharuskan akuntan untuk menganalisis
dampak perubahan iklim terhadap kondisi operasi perusahaan. Namun,
pengungkapan isu perubahan iklim dalam laporan keuangan memerlu-
kan standarisasi agar dampak isu ini dapat diperbandingkan.
Kebaruan Penelitian — Kebaruan penelitian ini terletak pada bagaimana
memanfaatkan ketentuan SAK untuk mengungkapkan isu perubahan
iklim dalam laporan keuangan.

Abstract: Internalization of Climate Change Issue into Financial
Reporting

Main Purpose - This research aims to determine climate change’s materi-
ality level and disclose climate change in financial reports.

Method - This research employs explorative analysis to disclose climate
change in financial reports. The experimental procedure is used to analyze
the impact of climate change on the application of Indonesia’s Generally
Accepted Accounting Principles (Indonesia GAAP).

Main Findings - The result shows that climate change is a material issue.
The level of materiality implies that climate change is relevant to investors.
The relevancy requires an internalization process through GAAP.

Theory and Practical Implications — The findings imply that accoun-
tants have to analyze the impacts of climate change on companys’ finan-
cial conditions. Moreover, standardization in internalization is needed.
Novelty - The novelty of this research is in describing how to utilize GAAP
so that climate change can be disclosed on financial reports.
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Perubahan iklim merupakan isu penting
yang menjadi tantangan bagi generasi saat ini
dan generasi masa depan. Pentingnya penangan-
an isu perubahan iklim mendorong terjadinya
kerja sama global yang puncaknya berupa pe-
nandatangan Perjanjian Paris 2015. Pelaksa-
naan kesepakatan Perjanjian Paris dilakukan
melalui konferensi tahunan berupa Conference of
Parties (COP). Pelaksanaan COP terakhir adalah
COP 26 yang dilaksanakan di Glasglow, Inggris
pada November 2021 yang menyepakati perlunya
dukungan keuangan dari negara maju kepada
negara berkembang untuk membantu penurunan
emisi karbon. Indonesia sebagai salah satu dari
20 negara penyumbang karbon terbesar, me-
merlukan dana sekitar Rp406 triliun/tahun un-
tuk pengembangan teknologi energi baru dan
terbarukan (EBT) guna mencapai kondisi netral
karbon pada 2060. Dalam rangka memenuhi ke-
butuhan dana sebesar itu tidak hanya akan me-
merlukan kontribusi pemerintah, tetapi juga me-
merlukan kontribusi dana sektor swasta. Kondisi
ini telah disebutkan dalam pasal 2 (c) Perjanjian
Paris 2015 mengenai kesepakatan global terkait
penangangan perubahan iklim yang menyebut-
kan perlunya usaha untuk mengalirkan dana ke
sektor EBT (termasuk dana sektor swasta seperti
di pasar modal dan dana yang dikelola oleh be-
ragam lembaga keuangan) guna membantu un-
tuk menanggulangi isu perubahan iklim.

Walau perubahan iklim merupakan isu
penting yang memengaruhi kehidupan manusia,
seringkali masih tidak menjadi pertimbangan in-
vestor dalam penyaluran dana. Dari sisi ekonomi,
perubahan iklim sebagai sebuah risiko masih di-
abaikan kendati akan berpotensi memengaruhi
nilai kapitalisasi perusahaan publik (Quayle
et al., 2020; Todaro et al., 2021). Misalnya dari
100 perusahaan di bursa saham Inggris, hanya
dua perusahaan yang secara eksplisit memasuk-
kan dampak dari perubahan iklim dalam lapor-
an keuangan. Pada riset lain ditemukan bahwa
dari 50 perusahaan terbesar di Eropa hanya 10%
yang mengungkapkan isu perubahan iklim dalam
laporan keuangan (Climate Disclosure Standards
Board, 2020). Kondisi ini berpotensi membuat in-
vestor tidak mempertimbangkan isu perubahan
iklim dalam mengarahkan aliran modalnya yang
berakibat gagalnya pada tidak tercapainya target
investasi pada EBT. International Accounting Stan-
dard Board telah mengklarifikasi bahwa investor
mungkin mengharapkan adanya pengungkapan
perubahan iklim dalam laporan keuangan (Ngu-
yen, 2019).

Pengungkapan isu perubahan iklim dalam
laporan keuangan tidak hanya sekadar membe-
rikan uraian mengenai potensi dampak perubah-
an iklim terhadap operasi dan kondisi keuangan
perusahaan di masa depan. Namun idealnya,
pengungkapan tersebut juga mengkuantifikasi
dampak isu perubahan iklim terhadap operasi
perusahaan. Kuantifikasi ini diperlukan inves-
tor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan

pada masa depan saat dampak perubahan iklim
memengaruhi kondisi keuangan perusahaan.
Misalnya, apa dan seberapa besar dampak pe-
rubahan iklim terhadap hasil panen perusahaan
agrobisnis. Informasi ini sangat berguna bagi in-
vestor dalam menilai bagaimana perubahan iklim
akan memengaruhi kelangsungan usaha pada
masa depan. Kesulitan dalam mengkuantifikasi
dampak perubahan iklim terhadap operasi pe-
rusahaan diakibatkan oleh banyaknya variabel
yang berperan terhadap perubahan iklim. Dalam
kondisi ini, diperlukan analisis skenario untuk
mengeksplorasi dan membangun pemahaman
atas dampak perubahan iklim terhadap ope-
rasi perusahaan berdasarkan asumsi tertentu.
Namun, kurangnya pemahaman mengenai pe-
nerapan analisis skenario dalam isu perubahan
iklim membuat hanya sedikit perusahaan yang
melakukan pengungkapan.

Agar investor dapat mempertimbangkan
dampak perubahan iklim terhadap operasi pe-
rusahaan, akuntan harus mengungkapkan isu
perubahan iklim dalam laporan keuangan. Pe-
ngungkapan tersebut harus mengkuantifika-
si dampak dari perubahan iklim terhadap ope-
rasi perusahaan. Kuantifikasi dampak tersebut
menuntut akuntan memahami isu perubahan
iklim dan dampaknya terhadap operasi perusa-
haan. Dalam kondisi ini, akuntan berperan pen-
ting dalam menginternalisasi isu perubahan iklim
dalam laporan keuangan (Mahardika, 2020).
Bahkan akuntan berada dalam posisi strategis
dalam mengidentifikasi risiko terkait perubahan
iklim dan dalam menilai dampaknya terhadap sisi
strategis, operasional, dan keuangan perusahaan
(Siddiqui et al., 2021). Sampai saat ini tingkat
pemahaman terkait isu perubahan iklim masih
rendah dan pengukuran dampak dari perubah-
an iklim terhadap operasi perusahaan juga ma-
sih sulit dikuantifikasi. Alasan ini yang kemudian
mendorong kantor akuntan global Deloitte mem-
berikan program pembelajaran seputar perubah-
an iklim kepada pegawainya di seluruh dunia.

Pengungkapan isu perubahan iklim dalam
laporan keuangan menuntut penerapan konsep
materialitas guna menentukan apakah isu ini ber-
potensi mengubah keputusan ekonomi investor
dalam mengarahkan modal. Jika isu perubahan
iklim memang merupakan isu material, maka isu
ini harus terintegrasi dalam strategi perusahaan.
Integrasi tersebut tidak hanya sekadar deklarasi,
tetapi harus melekat dalam operasi perusahaan
dan menjadi faktor pertimbangan dalam keputus-
an manajemen. Dengan kata lain, perlu adanya
strategi dalam mengintegrasikan agar isu peru-
bahan iklim tercermin dalam operasi dan kepu-
tusan manajemen. Konsekuensi lain ketika isu
perubahan iklim merupakan isu material adalah
harus turut terungkap dalam laporan keuangan.
Proses pengungkapan awal dapat dieksplorasi
dengan melihat bagaimana dampak perubah-
an iklim terhadap SAK yang berlaku. Penelitian
ini diharapkan dapat membantu akuntan dalam
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Tabel 1. Lima Peringkat Risiko Teratas Berdasarkan Probabilitas dan Dampak Kerusakan

Peringkat Berdasarkan Tingkat Probabilitas Kejadian

Berdasarkan Dampak Kerusakan

1 Cuaca Ekstrem Wabah Penyakit

2 Kegagalan Penanganan Isu Perubahan Iklim Kegagalan Penanganan Isu Perubahan
Iklim

3 Kerusakan Lingkungan Akibat Manusia Kehilangan Keragaman Hayati

4 Wabah Penyakit Cuaca Ekstrem

5 Kehilangan Keragaman Hayati Krisis Sumber Daya Alam

Sumber: World Economic Forum (2021)

usahanya untuk menentukan standar akuntansi
mana yang akan terpengaruh akibat terjadinya
perubahan iklim.

METODE

Penelitian ini akan menerapkan metode
riset eksploratif. Penggunaan riset eksplorato-
ri akan diterapkan saat belum ada topik yang
meneliti (Brooks & Schopohl, 2021). Terkait isu
perubahan iklim yang menjadi tema penelitian
ini, banyak pihak menilai isu ini merupakan
isu yang kompleks (Gerwanski, 2020; Makela,
2021). Adapun kompleksitas isu perubahan iklim
dilatarbelakangi oleh beragamnya variabel yang
mendorong terjadinya perubahan iklim. Kon-
sekuensi dari kompleksitas membuat sulitnya
memprediksi dampak perubahan iklim terhadap
kondisi ekonomi dan kondisi perusahaan pada
masa depan. Kesulitan ini kemudian membuat
perusahaan cenderung tidak menginternalisasi
isu perubahan iklim dalam laporan keuangan.
Jika pengungkapan terjadi, maka akan ditemui
ketidakkonsistenan antarperusahaan karena me-
mang tidak terdapat standar terkait pengungkap-
an dampak perubahan iklim terhadap kondisi
operasi dan keuangan perusahaan.

Penerapan metode eksploratif akan
dilakukan untuk mengeksplorasi ketentuan SAK
yang akan terpengaruh dari kondisi perubahan
iklim. Perubahan iklim jelas akan memengaruhi
semua industri, kendati kadar pengaruhnya
tetap berbeda-beda untuk tiap industri. Penerap-
an metode eksploratif dalam melihat bagaimana
perubahan iklim juga akan memengaruhi kondisi
keuangan perusahaan telah dilakukan oleh Cli-
mate Disclosure Standard Board (CDSB). CDSB
melakukan eksplorasi pada beberapa ketentuan
International Financial Reporting Standards (IFRS)
dan menganalisis potensi dampak perubahan
iklim terhadap beberapa ketentuan IFRS. Namun
sebelum mengeksplorasi bagaimana perubahan
iklim akan memengaruhi penerapan SAK, peneli-
tian ini akan menyajikan argumen bahwa isu pe-
rubahan iklim merupakan isu yang material dan
relevan bagi pengguna laporan keuangan. Penen-
tuan materialitas sangat penting dalam penyusu-
nan laporan keuangan karena suatu informasi
akan diungkapkan dalam laporan keuangan ke-
tika memang informasi tersebut bersifat materi-
al. Jika memang isu perubahan iklim merupakan

isu material, maka akuntan harus memikirkan
bagaimana cara mengungkapkan isu perubah-
an iklim dalam laporan keuangan. Pengungkap-
an tersebut mengharuskan adanya analisis
bagaimana penerapan SAK akan terdampak dari
terjadinya perubahan iklim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan World Economic Fo-
rum (2021), risiko terjadinya cuaca ekstrem men-
duduki peringkat pertama berdasarkan tingkat
probabilitas kejadian. Sedangkan berdasarkan
dampak yang ditimbulkannya, risiko kegagalan
menangani isu perubahan iklim menduduki pe-
ringkat kedua, seperti yang terlihat pada Tabel 1.
Mengacu pada Tabel 1, terlihat bahwa lima per-
ingkat risiko teratas dalam laporan WEF mayori-
tas bertemakan lingkungan.

Salah satu tema lingkungan yang memili-
ki potensi sistemik terhadap kehidupan manusia
adalah isu perubahan iklim akibat akumulasi gas
rumah kaca (GRK) di lapisan atmosfir. Berbeda
dengan isu pandemi yang proses terjadinya se-
cara tiba-tiba dan sangat cepat (karena kemam-
puan penularan virus yang sangat tinggi), isu
perubahan iklim terjadi secara perlahan-lahan
dan dalam periode yang dapat mencapai bebera-
pa abad. Perubahan iklim yang telah berlangsung
selama 200 tahun terakhir merupakan akibat
pengaruh aktivitas manusia. Aktivitas manusia
yang selama ratusan tahun sangat tergantung
pada penggunaan bahan bakar fosil (yang terdiri
dari minyak, gas, dan batubara) sebagai sumber
energi utama telah melepas GRK ke atmosfir.

Salah satu GRK yang berperan besar dalam
mendorong terjadinya perubahan iklim adalah
gas CO, (karbon dioksida atau disingkat karbon).
Karbon merupakan gas yang mampu menyerap
panas sinar matahari. Gas lain yang memiliki ke-
mampuan menyerap panas dan masuk kategori
GRK antara lain adalah methane. Walau kuanti-
tas methane di atmosfir tidak sebanyak kuantitas
karbon, namun methane tetap memiliki kemam-
puan menyerap panas sekitar dua puluh kali li-
pat dibanding karbon (Cadez & Guilding, 2017;
Ortiz et al., 2020).

Kandungan karbon tertinggi dari semua
bahan bakar fosil terdapat pada batubara dan
terendah pada gas. Pelepasan (emisi) karbon ke
atmosfer akan terjadi saat bahan bakar fosil digu-
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nakan sebagai sumber energi. Ketika terjadi emisi
karbon secara berkelanjutan dalam jumlah besar
akan dapat meningkatkan akumulasi gas karbon
di atmosfer dan kondisi ini akan meningkatkan
penyerapan panas yang terkandung dalam sinar
matahari yang akhirnya mendorong terjadinya
pemanasan global.

Ketergantungan perekonomian pada bah-
an bakar fosil sebagai sumber energi telah terjadi
sejak revolusi industri pada abad 18, atau awal
mula penggunaan bakar fosil untuk menghasil-
kan energi dalam produksi dan transportasi. Ma-
salah yang terjadi sejak awal penggunaan bahan
bakar fosil sebagai sumber energi adalah dampak
dari emisi karbon tidak pernah ditanggung oleh
pihak yang melakukan emisi karbon (Bui & Vil-
liers, 2017). Kondisi ini menyebabkan tidak ada-
nya insentif untuk mengurangi emisi karbon se-
hingga karbon akan terakumulasi pada atmosfer.
Akumulasi tersebut sangat berbahaya karena
karbon merupakan gas rumah kaca yang dapat
bertahan pada atmosfer selama puluhan tahun
(Charnock & Hoskin, 2020; Haites, 2018)

Sebagai bentuk upaya untuk membatasi
emisi karbon secara global telah dilakukan melalui
penyelenggaraan Protokol Kyoto dan Koferen-
si Kopenhagen. Protokol Kyoto 1997 mengalami
kegagalan karena tidak mampu menghentikan
emisi GRK. Kemudian pada 2009 diselenggara-
kan Konferensi Kopenhagen untuk menggantikan
Protokol Kyoto, kendati masih tidak berjalan aki-
bat banyaknya perselisihan antarpeserta konfe-
rensi.

Pada tahun 2015 terjadi kesepakatan glo-
bal di bidang lingkungan bernama Perjanjian
Paris yang telah disepakati dan diratifikasi lebih
dari 190 negara. Dalam perjanjian tersebut, para
peserta bersepakat untuk membatasi kenaikan
temperatur global pada tingkat 2° celcius di atas
temperatur sebelum terjadinya revolusi indus-
tri. Namun adanya dorongan dari negara pulau
kecil yang rentan terhadap risiko kenaikan air
laut, akhirnya disepakati untuk mengupayakan
agar kenaikan temperatur dibatasi pada tingkat
1,5° celcius. Walau selisih 0.5° celcius nampak-
nya tidak signifikan, selisih tersebut ternyata
berpengaruh besar terhadap kondisi ekosistem
lingkungan.

Kendati telah disepakati, ternyata perjan-
jian Paris tidak memiliki kerangka hukum yang
jelas dan tidak dapat dipaksakan kepada para
pihak yang meratifikasi perjanjian. Selain itu,
Perjanjian Paris juga tidak memiliki aturan dan
komitmen yang dapat mendorong pihak swasta
untuk melakukan pengurangan emisi. Lebih lan-
jut, pasal dalam Perjanjian Paris tidak bersifat
sebagai kewajiban, tetapi lebih bersifat sebagai
rekomendasi (Bodansky, 2016). Kondisi ini mem-
buat Perjanjian Paris tidak mengatur kewajiban
yang harus ditanggung oleh peserta yang melaku-
kan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon
(Wang & Zhao, 2018).

Tidak adanya konsekuensi langsung yang
harus ditanggung oleh peserta yang melaku-
kan emisi karbon mengakibatkan setiap peserta
yang menghasilkan emisi karbon tidak memper-
timbangkan dampak negatif dari emisi tersebut.
Kondisi inilah yang disebut oleh para ekonom
sebagai eksternalitas. Kondisi ini berbeda per-
lakuannya dengan penanganan limbah, karena
pihak yang menghasilkan limbah harus bertang-
gung jawab atas limbah tersebut. Adanya pertang-
gungjawaban dalam mengelola limbah membuat
perusahaan akan berhati-hati dalam menangani
limbah dan akan menerapkan teknologi untuk
menurunkan tingkat emisi limbah.

Kemungkinan adanya tuntutan hukum aki-
bat dampak perubahan iklim saat ini masih ke-
cil, karena kesadaran masyarakat akan dampak
negatif dari perubahan iklim juga masih rendah.
Namun peningkatan frekuensi bencana alam di
masa depan akibat perubahan iklim berpotensi
mendorong peningkatan tuntutan hukum. Kondi-
si ini membuat perusahaan dengan emisi karbon
akan menghadapi gugatan dari masyarakat, regu-
lator, dan lembaga non pemerintah. Keberhasilan
untuk memenangkan gugatan akibat kerusakan
dari perubahan iklim bergantung pada keber-
hasilan dalam mengaitkan emisi karbon dengan
terjadinya perubahan iklim. Kendati dalam men-
gaitkan antara emisi karbon dengan terjadinya
perubahan iklim bukan hal yang mudah dengan
beragamnya variabel yang berinteraksi dan men-
dorong terjadinya perubahan iklim. Berdasarkan
alasan ini akan sulit bagi pihak yang terkena
dampak dari perubahan iklim untuk mengajukan
tuntutan ganti rugi kepada pihak yang melaku-
kan emisi karbon. Hingga pada akhirnya mem-
buat tidak adanya insentif bagi penghasil emisi
karbon untuk mengurangi emisi karbon.

Setelah penerbitan laporan dari Intergo-
vermental Panel on Climate Change dengan judul
Special Report on 1.5C pada 2018, tekanan untuk
mengambil tindakan guna mengatasi isu peru-
bahan iklim semakin meningkat. Salah satunya
adalah dengan terbitnya kebijakan untuk me-
ngontrol emisi karbon. Kebijakan berbeda sifat-
nya dengan gugatan pada paragraf sebelumnya,
bahwa gugatan terjadi saat kerusakan telah terja-
di, sedangkan kebijakan terjadi untuk mencegah
kerusakan (Kumarasiri & Jubb, 2016). Dengan
sifat ini kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu
instrumen yang dapat diterapkan untuk mence-
gah kerusakan (Pretis, 2020).

Dua kebijakan yang dapat diterapkan oleh
pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan
mencegah kondisi ekternalitas atas emisi karbon
antara lain dengan menerapkan pajak karbon dan
perdagangan emisi karbon (Hayden, 2021; Kumar
& Firoz, 2018). Dalam pajak karbon, pemerintah
mengenakan tarif tertentu atas emisi karbon yang
dihasilkan oleh setiap pihak yang menghasilkan
emisi. Penerapan pajak karbon berarti akan ter-
dapat harga yang harus dibayar oleh pihak yang
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melakukan emisi karbon. Semakin besar tingkat
emisi karbon, semakin besar pula pajak yang
harus dibayar. Dengan skema ini, pajak karbon
dapat menjadi instrumen efektif dalam usaha un-
tuk mengurangi tingkat emisi karbon.

Sedangkan dalam perdagangan emisi kar-
bon, pemerintah menetapkan jumlah kuota emisi
karbon tahunan secara nasional. Setiap perusa-
haan dalam beragam industri akan memperoleh
kuota emisi karbon tahunan dari pemerintah
dengan mekanisme lelang atau secara gratis.
Setelah memperoleh alokasi kuota, perusahaan
dapat melakukan emisi berdasarkan jumlah kuo-
ta yang dimilikinya. Semakin tinggi kuotanya, se-
makin tinggi pula tingkat emisi karbon yang dapat
dilakukan. Pada akhir periode tertentu, perusa-
haan akan melaporkan tingkat emisinya kepada
pemerintah. Jika perusahaan melakukan emisi
melebihi kuota yang dimilikinya, maka pemerin-
tah dapat mengenakan denda atas kelebihan emi-
si tersebut (Hayden, 2021; Kumar & Firoz, 2018).

Guna menekan tingkat emisi dan mencapai
target netral karbon pada tahun tertentu, jumlah
kuota yang didistribusikan setiap tahun oleh pe-
merintah idealnya harus menurun (Daff & Parker,
2021; Rajeevan, 2019). Dalam skema perdagang-
an emisi karbon, perusahaan yang tidak meng-
gunakan kuotanya dapat menjualnya kepada pe-
rusahaan lain yang memerlukan kuota. Beragam
transaksi perdagangan kuota yang dilakukan
oleh perusahaan akan membentuk harga pasar
karbon.

Beragam usaha untuk mengontrol emisi
karbon bukanlah usaha tanpa risiko, melainkan
dengan beragamnya usaha tersebut juga akan
berpotensi memengaruhi kondisi perekonomian
suatu negara. Bahkan suatu perekonomian dapat
mengalami krisis ekonomi saat pemerintah beru-
saha mengontrol emisi karbon akibat adanya fak-
tor ketergantungan perekonomian terhadap bah-
an bakar fosil. Semakin besar ketergantungan
tersebut, akan semakin besar pula dampak dari
kontrol emisi karbon terhadap perekonomian.

Ketergantungan suatu perekonomian pada
bahan bakar fosil dapat dinilai dari bauran ener-
gi yang digunakan dalam perekonomian, nilai ka-
pitalisasi pasar perusahaan energi bahan bakar
fosil, dan kontribusi sektor energi bahan bakar
fosil terhadap devisa negara. Krisis ekonomi se-
cara umum akibat kontrol emisi karbon cen-
derung terjadi pada beberapa kondisi. Pertama,
perekonomian yang bauran energinya mayoritas
menggunakan bahan bakar fosil (Scoville-Si-
monds, 2018). Kedua, nilai kapitalisasi pasar pe-
rusahaan energi bahan bakar fosil besar (Quayle
et al., 2020). Ketiga, kontribusi signifikan peru-
sahaan energi bahan bakar fosil terhadap devisa
negara (Severen et al., 2018). Namun juga bukan
berarti bahwa tidak adanya kontrol atas emisi
karbon akan menjadi lebih baik, karena kondisi
perubahan iklim sendiri merupakan salah satu

pemicu gangguan kestabilan sistem keuang-
an yang berpotensi memicu terjadinya krisis
ekonomi, bahkan tanpa adanya kebijakan kontrol
emisi karbon.

Perubahan iklim memengaruhi kondisi per-
ekonomian dan perusahaan melalui terjadinya
dua jenis risiko, yaitu risiko fisik dan risiko tran-
sisi. Risiko fisik terkait erat dengan kerusakan
ekosistem yang akhirnya memengaruhi kegiatan
perekonomian (Bebbington et al., 2020). Misal-
nya dengan peningkatan karbon pada atmosfer
yang berpotensi meningkatkan terjadinya gagal
panen akibat kenaikan temperatur. Akumulasi
karbon pada atmosfer juga meningkatkan tingkat
keasaman air laut yang berpotensi mengancam
keragaman ekosistem laut. Beragam jenis spesies
sangat penting bagi perekonomian dunia karena
sekitar 40% perekonomian global (terutama pada
industri makanan dan obat) bergantung pada
keberagaman spesies (Bebbington & Harrison,
2017).

Sedangkan risiko transisi terkait erat de-
ngan proses yang dijalankan untuk mengalihkan
ketergantungan perekonomian pada energi fosil
menuju energi terbarukan (EBT). Proses transi-
si tersebut bukanlah tanpa risiko karena tidak
dilandaskan pada kesiapan infrastruktur akan
memicu krisis keuangan dan krisis energi. Se-
perti telah dijelaskan sebelumnya bahwa semakin
besar ketergantungan suatu ekonomi pada ener-
gi fosil akan memicu semakin besar terjadinya
risiko transisi. Hal ini disebabkan potensi terja-
dinya stranded assets akibat penerapan kebijak-
an emisi karbon seperti pajak karbon dan perda-
gangan emisi karbon.

Terjadinya stranded asset yaitu ketika
cadangan minyak, gas, dan batubara tidak eko-
nomis untuk ditambang akibat mahalnya biaya
yang harus ditanggung oleh konsumen karena
penerapan kebijakan pajak karbon dan perdagang-
an emisi karbon. Kondisi ini akan membuat kon-
sumen akan menghindari konsumsi bahan ba-
kar fosil yang berakibat permintaan akan bahan
bakar fosil akan menurun. Terjadinya stranded
assets berpotensi mengganggu sistem keuangan
karena meningkatkan potensi risiko kredit akibat
penyaluran kredit dari perbankan ke perusahaan
energi fosil (Painter, 2020). Kondisi ini berpotensi
membuat kebijakan untuk mengatasi perubah-
an iklim dapat memengaruhi industri perbankan
dan kestabilitas sistem keuangan. Kemungkinan
terjadinya gangguan pada sistem keuangan juga
berpotensi memicu krisis keuangan yang disebab-
kan oleh usaha untuk mengatasi isu perubahan
iklim (Moretti et al., 2021; Scholten et al., 2020).

Saat ini banyak perusahaan pada industri
energi fosil yang memiliki nilai kapitalisasi pa-
sar yang besar. Misalnya berdasasarkan laporan
kantor konsultan PwC yang memeringkat 100 pe-
rusahaan global berdasarkan tingkat kapitalisasi
pasar, terlihat bahwa perusahaan energi fosil Ar-



116 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 13, Nomor 1, April 2022, Him 111-127

amco dari Arab Saudi berada pada urutan kedua
dalam nilai kapitalisasi pasar. Selain Aramco,
empat perusahaan energi fosil lain juga berada
dalam 100 perusahaan global dengan nilai kapi-
talisasi pasar terbesar. Kondisi terjadinya strand-
ed assets berpotensi mengganggu perekonomian
saat nilai kapitalisasi pasar perusahaan energi
fosil begitu besar.

Walau proses transisi dari energi fosil
menuju EBT merupakan cara yang akan ditem-
puh oleh pemerintah di beragam negara guna
mengontrol emisi karbon, pelaksanaannya ma-
sih bisa menimbulkan masalah bagi lingkungan.
Perlombaan untuk menuju ekonomi hijau yang
bauran energinya mayoritas dari EBT berpoten-
si memicu kerusakan lingkungan akibat proses
penambangan. Hal ini disebabkan beragam te-
knologi untuk pengembangan EBT memerlukan
banyak logam mineral baru yang diperoleh dari
aktivitas penambangan. Dengan kata lain, per-
lombaan menuju kondisi netral karbon berarti
perlombaan untuk menambang beragam mineral
logam (Hopper, 2019; Nartey, 2018).

Hal lain yang harus disadari bagi manaje-
men perusahaan adalah risiko yang diakibatkan
perubahan iklim bersifat tidak dapat didiversifi-
kasi, dalam arti bahwa risiko tersebut akan me-
mengaruhi seluruh industri dalam perekonomian.
Kondisi ini mengakibatkan tidak dapat terjadinya
pengalihan risiko terkait perubahan iklim dengan
menggunakan instrumen derivatif. Instrumen
derivatif dapat memperkecil risiko terkait peru-
bahan harga ketika memang terdapat sifat saling
mengkompensasi antara transaksi dasar dengan
instrumen derivatif (Mahardika, 2018). Sehingga
jika tidak terdapat instrumen derivatif yang di-
terapkan, maka upaya memperkecil risiko terkait
perubahan iklim sangat mungkin tidak menjadi
efektif berdasarkan perhitungan efektivitas lin-
dung nilai (Datt et al., 2019).

Dengan sifat risiko tersebut, Task Force on
Climate-Related Financial Disclosure (TFCD) me-
wajibkan perusahaan untuk mengungkapkan
isu perubahan iklim dalam laporan keuangan.
Walau menginternalisasi perubahan iklim dalam
laporan keuangan merupakan suatu kebutuh-
an, tidak adanya standar global menjadi ham-
batan bagi akuntan untuk mengungkapkan isu
perubahan iklim dalam laporan keuangan, se-
hingga dibutuhkan adanya standarisasi dalam
proses pengungkapan agar laporan keuangan
dapat disusun secara konsisten untuk kemudian
dapat dibandingkan, baik antarperiode maupun
antarperusahaan.

Relevansi dan Materialitas Isu perubah-
an Iklim dalam Laporan Keuangan. Akuntan
sebagai profesi yang memiliki peran tradisional
sebagai pencatat dan penerbit laporan keuangan
memiliki peran strategis untuk membantu men-
capai target dalam Perjanjian Paris. Peran akun-
tan terlihat sangat jelas pada pasal 2.c Perjanji-
an Paris yang mengatur peran aliran modal guna
mencapai target pembatasan temperatur global.

Kondisi eksternalitas pada perubahan iklim yang
selama ini terjadi dapat dihentikan oleh akuntan
dengan menginternalisasi isu perubahan iklim
dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelapor-
an Keuangan (KKPK) paragraf 3.04 menyatakan
bahwa agar dapat berguna, informasi tersebut
harus menggambarkan secara tepat apa yang di-
representasikan. Pernyataan ini mempersyarat-
kan bahwa informasi dalam laporan keuangan
harus mencerminkan kondisi nyata. Relevansi
sangat penting karena dalam paragraf 3.06 dise-
butkan bahwa informasi keuangan yang relevan
dapat membuat adanya perbedaan dalam kepu-
tusan yang diambil.

Lebih lanjut disebutkan dalam paragraf
3.07 bahwa sifat relevansi dalam laporan keuang-
an harus mengandung nilai prediktif, nilai kon-
firmatori, atau keduanya. Suatu informasi memi-
liki nilai prediktif ketika mampu memberikan
informasi kepada pengguna laporan keuangan
untuk melakukan prediksi terkait kejadian pada
masa depan. Berdasarkan kondisi ini dapat di-
simpulkan bahwa akuntan harus memasukkan
informasi yang mengandung nilai prediktif guna
memfasilitasi pengguna laporan keuangan untuk
melakukan analisis mengenai kondisi perusa-
haan pada masa depan.

Dalam kaitannya dengan isu perubahan
iklim, informasi ini sangat relevan bagi penggu-
na laporan keuangan terutama pada industri
yang sangat terpengaruh oleh terjadinya peru-
bahan ekosistem lingkungan akibat perubahan
iklim. Industri lain yang tidak secara langsung
berhubungan dengan ekosistem lingkungan se-
perti industri keuangan juga dapat terpengaruh
oleh isu perubahan iklim. Dengan alasan inilah
TFCD merekomendasikan semua perusahaan
untuk mengungkapkan risiko dan peluang dari
perubahan iklim dalam laporan keuangan.

Relevansi juga terkait erat dengan kemam-
puan informasi tersebut dalam membuat adanya
perbedaan dalam keputusan yang dibuat oleh in-
vestor berdasarkan informasi yang tersedia pada
laporan keuangan. Informasi yang relevan akan
bernilai sebagai data yang dapat digunakan da-
lam memperkirakan kondisi usaha pada masa
depan. Relevansi juga ditentukan ketika informa-
si tersebut dapat mengonfirmasi atau mengubah
perkiraan yang sebelumnya telah dibuat.

Relevansi isu perubahan iklim yang akan di-
internalisasi dalam laporan keuangan juga dapat
ditentukan berdasarkan tuntutan dari investor
sebagai pengguna laporan keuangannya. Adanya
tuntutan pengungkapan ini menunjukkan bahwa
isu tersebut relevan karena terkandung di dalam
informasi yang dilaporkan. Dengan potensi dis-
rupsi pada beberapa sektor akibat upaya dekar-
bonisasi, investor menjadi berkepentingan untuk
mengetahui potensi disrupsi terhadap kondisi pe-
rusahaan pada masa depan.

Saat ini telah banyak muncul tuntutan dari
investor agar isu perubahan iklim terungkap da-
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lam laporan keuangan. Misalnya pada Septem-
ber 2020, sebuah grup investor terbesar di dunia
(yang mewakili nilai dana kelolaan sebesar 103
triliun dollar Amerika) menerbitkan surat terbu-
ka yang menyatakan bahwa para investor menilai
perubahan iklim merupakan risiko material yang
harus terungkap dalam laporan keuangan. Kemu-
dian pada November 2020, terdapat grup investor
lain (yang mewakili nilai dana kelolaan sebesar
9 triliun dollar Amerika) yang menerbitkan surat
terbuka kepada 36 perusahaan terbesar di Eropa
agar perusahaan tersebut menjelaskan beragam
langkah dalam berkontribusi untuk memenuhi
target Perjanjian Paris.

Relevansi suatu informasi bagi pengguna
laporan keuangan juga ditentukan berdasarkan
kemampuannya dalam mengonfirmasi perkiraan
sebelumnya. Banyak penelitian yang telah me-
ngonfirmasi dampak perubahan iklim terhadap
perubahan ekosistem lingkungan. Misalnya ter-
jadi perubahan iklim yang memicu peningkatan
frekuensi cuaca ekstrem. Perubahan iklim juga
berdampak pada pencairan es di kutub utara
yang kemudian menenggelamkan beberapa pu-
lau kecil dan menghilangkan kawasan pantai.
Kenaikan dua meter permukaan air laut akibat
mencairnya es di kutub berpotensi mengancam
tempat tinggal sekitar 200 juta individu pada
2100. Selain itu, pada 2100 juga diperkirakan
sekitar 46% nilai aset global akan terpengaruh
oleh kenaikan permukaan air laut karena letak-
nya yang berada pada kawasan pantai dengan
ketinggian kurang dari 10 meter di atas permu-
kaan air laut. Kenaikan permukaan laut juga ber-
potensi membuat air laut meresap ke kawasan
pertanian yang menyebabkan kegagalan panen
dan berpotensi membuat banjir yang merusak
infrastruktur (Chen, 2020; Giannarakis et al.,
2017). Kenaikan kadar CO2 juga dapat mening-
katkan kadar keasaman air laut yang berakibat
terancamnya ekosistem laut.

Saat ini beberapa dampak perubahan iklim
terhadap ekosistem lingkungan telah banyak
dirasakan, seperti meningkatnya cuaca ekstrem
di benua Amerika dalam bentuk peningkatan
frekuensi terjadinya angin tornado. Selain itu, di
benua Eropa juga mengalami beberapa gelom-
bang panas dalam satu dekade terakhir. Dampak
perubahan iklim terhadap kondisi mencairnya es
di kutub utara juga mengakibatkan peningkatan
terhadap permukaan air laut. Dampak dari pe-
rubahan ini bersifat sistemik, dalam arti semua
industri akan terpengaruh kendati dengan yang
berbeda-beda.

Berdasarkan temuan hasil riset dampak
perubahan iklim terhadap kondisi ekosistem
lingkungan dan berdasarkan fenomena alam
yang terjadi di benua Amerika dan Eropa, dapat
disimpulkan bahwa informasi terkait dampak pe-
rubahan iklim terhadap laporan keuangan akan
relevan bagi pengguna atau investor. Relevansi
tersebut terlihat ketika investor akan menentu-

kan bagaimana perusahaan akan terpengaruh
oleh perubahan iklim dan menentukan bagaima-
na asumsi ketahanan atau keberlangsungan usa-
ha dalam penyusunan laporan keuangan.

Sifat relevansi suatu informasi keuangan
terkait erat dengan konsep materialitas. Akuntan
menerapkan konsep materialitas untuk menen-
tukan apakah suatu informasi harus terungkap
dalam laporan keuangan. Suatu informasi diang-
gap material ketika pengabaian informasi dapat
membuat perbedaan pada keputusan yang diam-
bil oleh pengguna laporan keuangan. Namun
mengaitkan antara materialitas suatu informasi
dengan relevansi informasi tersebut bagi penggu-
na laporan keuangan tidaklah mudah karena be-
ragamnya kepentingan pengguna laporan keuan-
gan. Hal ini kemudian berdampak pada sulitnya
penentuan terhadap informasi mana yang harus
diungkap dan menentukan tingkat materialitas
setiap informasinya. Dalam kondisi ini mana-
jemen harus mengidentifikasi pengguna lapor-
an keuangan yang memiliki dampak signifikan
terhadap kapasitas perusahaan untuk mening-
katkan nilai dalam jangka pendek, menengah,
dan panjang. Jika identifikasi tersebut berhasil
dilakukan, maka akan terbentuk kerangka da-
lam proses penentuan tingkat materialitas untuk
pelaporan informasi (Bartling, 2017; Zhang et al.,
2016).

Proses dan kriteria penentuan materialitas
suatu informasi harus terungkap secara jelas.
Idealnya, penentuan materialitas terkait isu pe-
rubahan iklim sama seperti penentuan materiali-
tas isu lain yang dihadapi oleh perusahaan. Jika
terdapat perbedaan antara proses dan kriteria pe-
nentuan materialitas antara isu perubahan iklim
dengan isu lain, maka perbedaan tersebut harus
diungkapkan. Umumnya, perbedaan tersebut ter-
jadi akibat perbedaan periode terjadinya isu pe-
rubahan iklim dengan terjadinya isu yang lain.
Adapun isu perubahan iklim terjadi dalam jangka
panjang dan melibatkan interaksi beragam vari-
abel, sedangkan isu lain terjadi dalam jangka
pendek dan hanya melibatkan satu atau bebera-
pa variabel dengan hubungan sebab akibat yang
jelas. Periode yang panjang tersebut mengakibat-
kan adanya interval atau jarak penilaian dampak
perubahan iklim terhadap kondisi keuangan dan
membuat operasi perusahaan tidak harus dilaku-
kan dalam jangka pendek, seperti triwulanan
atau semesteran.

Setiap industri tentunya akan terpengaruh
perubahan iklim, tetapi yang membedakannya
adalah kadar dampaknya pada masing-masing
industri. Adapun industri yang akan terpengaruh
secara signifikan adalah industri yang bergerak
di bidang atau terkait dengan energi fosil, kare-
na aset terbesarnya berupa cadangan aset de-
ngan kandungan karbon tinggi (seperti batubara,
minyak, dan gas bumi), sehingga pengungkapan
informasi mengenai dampak dari isu perubahan
iklim terhadap kondisi kelangsungan usahanya
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merupakan suatu hal yang material. Selain itu,
industri yang bergantung pada kondisi kestabilan
iklim (seperti industri pertanian, peternakan, dan
perikanan) juga akan terdampak secara material
dari terjadinya perubahan iklim.

Industri keuangan secara tidak langsung
juga berpotensi terpengaruh perubahan iklim
melalui transmisi yang berbeda dengan industri
energi fosil ataupun industri pertanian dan perke-
bunan. Pengaruh atau dampak yang dirasakan
oleh industri keuangan ialah melalui keterse-
diaannya dalam memberikan fasilitas keuangan
kepada industri yang rentan terdampak perubah-
an iklim. Misalnya seperti industri asuransi yang
harus memberikan perlindungan kepada industri
energi fosil yang akan menghadapi peningkat-
an klaim akibat potensi meningkatnya tuntutan
dari lembaga swadaya masyarakat terhadap pro-
duk perusahaan yang telah merusak ekosistem
lingkungan (Cho et al., 2020; Dosinta & Bra-
ta, 2020). Peningkatan klaim juga akan meme-
ngaruhi tingkat kesehatan industri asuransi yang
tercermin dari penurunan rasio risk based capi-
tal. Industri perbankan yang memberikan fasili-
tas kredit kepada industri energi fosil juga akan
terpengaruh dari pengurangan konsumsi bahan
bakar fosil sebagai sumber energi, yang kemudian
akan menurunkan arus kas serta memengaruhi
kemampuan perusahaan dalam mengembalikan
hutang atau kredit yang telah diberikan.

Materialitas dari isu perubahan iklim bagi
investor terlihat pada risiko yang terkandung da-
lam perubahan iklim, yaitu risiko transisi dan
risiko fisik. Risiko transisi terjadi akibat pene-
rapan kebijakan untuk mengurangi ketergantung-
an ekonomi pada energi fosil, seperti penerapan
pajak karbon dan perdagangan karbon. Penerap-
an kedua kebijakan tersebut akan berdampak
pada meningkatnya harga energi fosil yang akan
mendorong masyarakat mengurangi konsumsi
energi fosil dan mulai mengembangkan EBT pada
masa transisi, dengan maksud untuk meredam
dampak kenaikan harga energi fosil. Saat pro-
duksi masal teknologi EBT telah mencapai titik
produksi yang ekonomis dan harga EBT dapat
lebih rendah dari pada harga energi fosil karena
melimpahnya EBT yang dapat digunakan sebagai
sumber energi. Kondisi ini akan membuat kon-
sumsi energi fosil akan menurun dan membuat
kegiatan penambangan bahan bakar fosil menja-
di tidak ekonomis dan berakhir pada terjadinya
stranded assets (Moretti et al., 2021; Scholten et
al., 2020).

Sedangkan risiko fisik terjadi akibat keru-
sakan yang dipicu oleh terjadinya cuaca ekstrem
yang merupakan dampak dari perubahan iklim.
Terjadinya cuaca ekstrem berpotensi mempers-
ingkat umur mesin, merusak infrastruktur, dan
menggangu siklus dalam pertanian. Dampak dari
terjadinya risiko transisi dan risiko fisik akan
sangat relevan bagi investor dalam mempertim-

bangkan aliran modal karena akan berdampak
pada kemampuan operasional perusahaan dan
pada akhirnya berdampak pada kelangsungan
usaha perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa
isu perubahan iklim sangat relevan bagi investor,
sehingga investor mengharapkan adanya inter-
nalisasi isu tersebut dalam laporan keuangan.
Relevansi ini berlaku pada semua industri kare-
na perubahan iklim berdampak secara sistemik
yang berpotensi memengaruhi kondisi operasi
dan keuangan perusahaan. Pengungkapan atas
potensi dampak dari terjadinya perubahan iklim
terhadap kondisi perusahaan akan meningkat-
kan kualitas informasi laporan keuangan serta
membuat investor lebih efektif dan efisien dalam
berhubungan dengan manajemen, melakukan
valuasi, menjalankan hak suara, dan melakukan
alokasi modal. Pengungkapan tersebut juga akan
membantu investor untuk mengarahkan aliran
dana pada sektor EBT, sesuai dengan yang ter-
cantum dalam Perjanjian Paris 2015 pasal 2 (c).

Akuntan dalam memasukkan suatu infor-
masi dalam laporan keuangan akan berpedoman
pada prinsip materialitas. SAK 1 paragraf 7 men-
definisikan bahwa suatu informasi dikategorikan
material ketika informasi tersebut dapat meme-
ngaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan
keuangan. Artinya, suatu informasi dikategori-
kan material ketika dapat mengubah keputusan
yang sebelumnya telah ditetapkan. Konsep ma-
terialitas tidak hanya terkait pada nilai moneter
dari suatu kejadian, namun juga pada sifat dari
suatu kejadian, seperti penjelasan lebih lanjut
pada paragraf 7 bahwa penentuan materialitas
dapat didasarkan atas dampak kelalaian untuk
memasukkan informasi tersebut dalam laporan
keuangan.

Pengaruh perubahan iklim terhadap pe-
rusahaan akan berdampak terhadap asumsi
kelangsungan usaha, yang merupakan asumsi
dasar dalam penyusunan laporan keuangan sep-
erti yang tercantum dalam KKPK paragraf 4.01,
bahwa perusahaan diasumsikan tidak berkeingi-
nan untuk mengurangi skala operasinya secara
material. Lebih lanjut, paragraf 4.01 menyatakan
bahwa jika terdapat kejadian yang memengaruhi
kelangsungan usaha perusahaan pada masa
depan, maka asumsi dalam penyusunan dalam
laporan keuangan dapat didasarkan atas asumsi
yang berbeda sebelum terjadinya kejadian. Jika
memang terjadi perubahan asumsi tersebut,
maka hal tersebut harus diungkapkan. Dalam
kaitannya dengan perubahan iklim, ketentuan
KKPK tersebut mengharuskan akuntan untuk
menentukan dasar penyusunan laporan keuang-
an ketika isu perubahan iklim telah memengaruhi
kelangsungan usaha.

SAK 1 memberikan pedoman jangka waktu
dalam mempertimbangkan informasi masa depan
yang memengaruhi kelangsungan usaha, yaitu
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paling sedikit dua belas bulan sejak berakhir-
nya periode laporan keuangan. Dengan kondisi
ini demikian, SAK 1 dapat mengakomodasi isu
perubahan iklim agar tercermin dalam laporan
keuangan.

Jika manajemen tidak mampu menentukan
dampak perubahan iklim terhadap operasi peru-
sahaan, maka manajamen harus mengungkap-
kan hambatan dalam menentukan dampak dari
perubahan iklim. Jika terdapat keraguan dalam
menentukan pengungkapan, maka manajemen
harus mengambil sikap kehati-hatian dan menye-
diakan pengungkapan terkait sifat dari ketidak-
pastian yang terkandung dalam perubahan iklim.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa
dampak perubahan iklim terhadap industri tidak
seragam. Beberapa industri akan sangat terpe-
ngaruh oleh perubahan iklim, namun pada indus-
tri yang lain pengaruhnya mungkin tidak begitu
signifikan. Bagi industri yang terpengaruh sangat
signifikan dari perubahan iklim, risiko yang tim-
bul akan sangat material dalam memengaruhi
kondisi keuangan perusahaan. Pengguna laporan
keuangan mengharapkan manajemen tidak ha-
nya mengungkapkan isu perubahan iklim, na-
mun juga mengkuantifikasi isu perubahan iklim
dalam laporan keuangan ketika dampak terjadi-
nya perubahan iklim bersifat material. Kondisi ini
akan membawa pada pembahasan kedua dari pe-

Mengintegrasikan
dalam Laporan

Memperoleh
Jaminan Kualitas

Menerapkan
Kontrol Internal

Memperkirakan
Dampak Keuangan

Kolaborasi Antar
Fungsi

Menggunakan
Metode yang Ada

nelitian ini, yaitu strategi dalam menginternalisa-
si isu perubahan iklim dalam laporan keuangan.
Strategi Internalisasi Isu Perubahan
Iklim dalam Operasi Perusahaan. Isu perubah-
an iklim berbeda dengan isu lain karena terjadi-
nya dalam jangka panjang dan melibatkan be-
ragam variabel. Terjadinya perubahan iklim akan
memicu risiko baru yang mungkin saat ini tidak
dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan,
seperti risiko tuntutan hukum agar perusahaan
mengubah pendekatannya dalam penangangan
isu perubahan iklim. Beragam tuntutan tersebut
akan memengaruhi asumsi kelangsungan usaha
yang kiranya penting dalam penyusunan laporan
keuangan. Dengan kondisi ini, penanganan risiko
terkait perubahan iklim memerlukan tata kelola
(governance) yang sama seperti penanganan isu
lain, seperti risiko pergerakan kurs mata uang,
harga komoditas, dan risiko geopolitik. Setelah
adanya strategi dalam penanganan isu perubah-
an iklim, hal yang relevan terhadap profesi akun-
tan adalah tentang bagaimana menginternalisasi
isu perubahan iklim agar dapat terungkap dalam
laporan keuangan. Proses internalisasi ini akan
memanfaatkan ketentuan SAK yang berlaku de-
ngan mempertimbangkan pada sisi mana peru-
sahaan akan terpengaruh oleh perubahan iklim.
Isu perubahan iklim merupakan isu jang-
ka panjang yang proses terjadinya melibatkan

Melakukan
Analisis Skenario

Mengadopsi ERM

Memperoleh
Masukan dari
Investor

Gambar 1. Strategi Internalisasi Isu Perubahan Iklim dalam Laporan Keuangan
Sumber: Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (2019)
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banyak variabel. Kondisi ini membuat tingginya
tingkat ketidakpastian dalam isu perubahan
iklim sehingga sulit untuk memperkirakan apa
yang terjadi pada masa depan. Namun kesulitan
ini hendaknya tidak menghalangi manajemen un-
tuk mengungkapkan isu perubahan iklim dalam
laporan keuangan. Bahkan jika isu perubahan
iklim berdampak material terhadap kelangsung-
an usaha, maka manajemen harus dapat mem-
proyeksi dampak dari perubahan iklim dengan
mengkuantifikasi dampak tersebut dan mema-
sukkan hasil kuantifikasi dalam laporan keuang-
an sesuai ketentuan dalam SAK.

Gambar 1 memperlihatkan langkah-langkah
yang disusun oleh TCFD untuk mengintegrasikan
isu perubahan iklim dalam laporan keuangan.
Langkah pertama berupa adanya komitmen dari
pimpinan perusahaan untuk mengintegrasikan
isu perubahan iklim sebagai salah satu faktor
yang memengaruhi bisnis. Adanya komitmen dari
pimpinan akan memberikan kesan pentingnya
tata kelola untuk mengidentifikasi, memperkira-
kan, mengukur, mengelola, dan melaporkan
isu perubahan iklim dalam laporan keuangan.
Adanya komitmen tersebut akan memberikan
sinyal kepada karyawan mengenai pentingnya
penanganan terhadap isu perubahan iklim.

Dalam rangka memperoleh dukungan
dari pimpinan perusahaan, harus dimuncul-
kan terlebih dahulu kesadaran dan pemaha-
man pimpinan terkait beragam isu perubahan
iklim, mulai dari pendorong terjadinya perubah-
an iklim, risiko dan peluang, hingga dampaknya
terhadap posisi perusahaan. Terlebih peran dari
pimpinan begitu diperlukan dalam pengawasan
dan pengelolaan risiko atas perubahan iklim.
Efektivitas pengawasan dan pengelolaan risiko
perubahan iklim mengharuskan dan menjadi ba-
gian dari perwujudan komitmen dari pimpinan
secara langsung.

Setelah  memperoleh  komitmen  dari
pimpinan perusahaan, isu perubahan iklim
kemudian harus dapat diintegrasikan dalam
semua keputusan strategis. Integrasi ini dapat
dilakukan dengan langkah kedua, yaitu mem-
bentuk komite pengawasan guna mengidentifika-
si peran dan tanggung jawab untuk penyusunan
kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan strategi
terkait penanganan isu perubahan iklim.

Dua fungsi yang berpotensi memiliki peran
dalam fungsi pengawasan untuk penanganan isu
perubahan iklim adalah komite audit dan komite
risiko. Komite audit yang memiliki pengalaman
dalam mengeveluasi beragam isu yang meme-
ngaruhi laporan keuangan akan berperan penting
dalam mengevaluasi informasi keuangan yang
terpengaruh perubahan iklim. Sedangkan komite
risiko berperan dalam mengevaluasi dampak pe-
rubahan iklim terhadap strategi dan kelangsung-
an usaha.

Pemahaman terhadap isu perubahan iklim
harus benar-benar dimiliki guna membeka-
li komite audit dan komite risiko dalam men-

jalankan fungsinya sebagai pengawas. Pema-
haman tersebut akan membantu komite audit
dalam meningkatkan kualitas dalam mengevalu-
asi dampak perubahan iklim terhadap informa-
si keuangan dan meningkatkan kualitas dalam
mengkomunikasikan dampak perubahan iklim
dalam laporan keuangan. Hal yang sama juga ter-
jadi pada komite risiko, bahwa pemahaman ter-
hadap isu perubahan iklim dapat meningkatkan
kualitas evaluasi atas dampak perubahan iklim
terhadap strategi dan kelangsungan perusahaan,
serta meningkatkan kualitas saran yang akan
diberikan kepada tim manajemen.

Setelah terbentuknya komite pengawasan,
langkah ketiga yang dapat dilakukan adalah
dengan membagi peran dalam struktur perusa-
haan yang meliputi fungsi keuangan, tata kelo-
la, kepatuhan, dan sustainability. Dalam sebuah
laporan terkait sustainablity, terdapat ketidakse-
larasan antara isu yang dianggap material oleh
fungsi sustainablity dengan pengungkapan isu
tersebut dalam laporan keuangan. Rata-rata
hanya 29% isu yang dianggap material dari sisi
sustainablity yang diungkapkan dalam laporan
risiko perusahaan (Climate Disclosure Stan-
dards Board, 2020). Ketidakselarasan dapat ter-
jadi karena tidak adanya kolaborasi antarfungsi,
terutama terkait proses identifikasi dan evaluasi
risiko dan peluang.

Adanya kolaborasi antarfungsi akan memu-
dahkan pelaksanaan langkah keempat berupa
perkiraan dampak dari risiko perubahan iklim
terhadap laporan keuangan. Seperti telah dijelas-
kan sebelumnya bahwa terdapat dua risiko yang
terkadung dalam perubahan iklim, yaitu risiko
fisik dan risiko transisi. Risiko fisik dari peru-
bahan iklim terkait dengan potensi kerusakan
ekosistem lingkungan dan infrastruktur akibat
kenaikan permukaan air laut, kenaikan suhu
permukaan bumi, ataupun kenaikan frekuensi
cuaca ekstrem. Bagi banyak perusahaan, terjadi-
nya risiko fisik berpotensi mengganggu rantai pa-
sokan, merusak aset produksi, dan meningkat-
kan biaya produksi.

Sedangkan risiko transisi terkait dengan
potensi disrupsi dari upaya mengurangi keter-
gantungan pada energi fosil. Risiko ini akan di-
hadapi ketika setiap negara akan berusaha untuk
mencapai kondisi netral karbon, dengan seluruh
emisi karbon yang terjadi dapat diproses secara
alami melalui siklus karbon sehingga tidak meng-
akibatkan akumulasi karbon pada atmosfer.

Pengguna laporan keuangan memerlu-
kan kejelasan terkait strategi perusahaan dalam
menghadapi terjadinya perubahan iklim dan pe-
luang berikut risiko perubahan iklim yang dapat
memengaruhi kelangsungan usaha. Pemahaman
dan komunikasi yang baik mengenai isu peruba-
han iklim dalam laporan keuangan akan mem-
bantu investor dan penyedia jasa keuangan da-
lam melakukan keputusan terkait aliran dana.

Terkait faktor ketidakpastian yang tinggi
dalam isu perubahan iklim akibat beragamnya
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variabel yang terlibat, penggunaan analisis ske-
nario dapat digunakan untuk membantu mem-
perkirakan dampak dari perubahan iklim. Pada
langkah kelima, analisis skenario dapat digu-
nakan untuk memperkirakan dampak peruba-
han iklim terhadap laporan keuangan. Analisis
skenario merupakan proses untuk mengidentifi-
kasi dan memperkirakan potensi ragam hasil dari
kejadian masa depan dalam kondisi yang tidak
pasti. Analisis tersebut memungkinkan perusa-
haan untuk mengeksplorasi bagaimana peruba-
han iklim akan mempengaruhi usaha. Saat ini
banyak organisasi yang telah memberikan petun-
juk mengenai bagaimana penggunaan analisis
skenario. Dalam menjalankan skenario analisis,
perusahaan dapat memulai untuk menerapkan
analisis tersebut pada sekelompok aset (misalnya
mesin produksi dan bangunan) sebelum melaku-
kan analisis pada tingkat perusahaan dan grup
usaha.

Lengkah keenam berupa integrasi isu peru-
bahan iklim dalam manajemen risiko pada ting-
kat perusahaan (enterprise risk management atau
ERM). Dari integrasi ini akan memungkinkan pe-
rusahaan untuk memperkirakan dampak peru-
bahan iklim terhadap strategi dan kelangsungan
usaha. Masukan dari pengguna laporan keuang-
an juga sangat penting, seperti yang telah dijelas-
kan pada bagian relevansi isu perubahan iklim
dalam laporan keuangan.

Pada langkah ketujuh, perusahaan dapat
berkomunikasi dengan pengguna laporan keuang-
an mengenai jenis informasi apa yang relevan
bagi pengguna laporan keuangan dalam melaku-
kan analisis mengenai prospek usaha pada masa
depan. Dalam beberapa tahun terakhir, penggu-
na laporan keuangan telah menuntut agar pe-
rusahaan mengungkapkan isu perubahan iklim
dalam laporan keuangan seperti yang telah dise-
butkan dalam bagian relevansi dan materialitas
isu perubahan iklim dalam laporan keuangan.

Langkah kedelapan berupa adanya dorong-
an bagi manajemen perusahaan untuk melihat
pedoman yang dikeluarkan oleh beberapa lemba-
ga yang dapat membantu pengungkapan isu pe-

rubahan iklim dalam laporan keuangan. Beberapa
organisasi selain TFCD juga telah mengeluarkan
pedoman yang dapat digunakan oleh perusa-
haan, seperti kerangka kerja CDSB dan standar
SASB. Kerangka CDSB merupakan kerangka
yang selaras dengan implementasi TFCD dalam
memfokuskan integrasi isu perubahan iklim da-
lam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan
standar SASB merupakan standar yang mem-
fokuskan beragam faktor material yang secara
spesifik memengaruhi laporan keuangan.

Langkah kesembilan terkait dengan kuali-
tas informasi yang diungkapkan dalam laporan
keuangan. Manajemen harus memastikan bah-
wa informasi terkait perubahan iklim memiliki
kualitas yang sama dengan informasi lain dalam
laporan keuangan. Guna menjamin pengungka-
pan informasi dengan kualitas yang sama, peru-
sahaan dapat mengadopsi kontrol internal dan
proses jaminan kualitas dari pihak eksternal
yang independen (seperti kantor akuntan publik
dan kantor konsultan). Adanya penjaminan dari
pihak eksternal dapat meningkatkan tingkat pe-
ngungkapan atas isu perubahan iklim (Dutta &
Dutta, 2021; Grdic¢ et al., 2019).

Guna mengaitkan antara tujuan pengung-
kapan isu perubahan iklim (yang merupakan
salah satu isu keberlanjutan) dengan pemaha-
man pihak eksternal perusahaan terhadap tujuan
pengungkapan tersebut, sangat penting kiranya
membuat isu perubahan iklim sebagai bagian dari
cara berpikir dan bertindak manajemen (Bradford
et al., 2017). Dengan kata lain, pengungkapan
tersebut tidak hanya sekadar deklarasi, namun
juga dapat terintegrasi dalam operasi dan proses
pengambilan keputusan manajemen.

SAK dan Isu Perubahan Iklim. Setelah
mengemukakan strategi yang dapat diterapkan
untuk mengungkapkan isu perubahan iklim da-
lam laporan keuangan, pembahasan bagian ini
akan memfokuskan pada potensi internalisasi isu
perubahan iklim berdasarkan ketentuan dalam
SAK yang berlaku. Salah satu standar dalam SAK
yang berperan penting dalam proses internalisasi
adalah SAK 68. SAK 68 paragraf 9 mengaitkan

eInput tingkat 1 adalah harga kuotasi di pasar aktif untuk aset dan kewajiban tanpa adanya
penyesuaian
*Harga kuotasi merupakan bukti yang paling andal dari nilai wajar
J
N
eInput tingkat 2 adalah input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1
eInput tingkat 2 termasuk harga kuotasi aset dan kewajiban lain yang identik, suku bunga, dan
volatilitas
J
. . . . . . \
*Input tingkat 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan kewajiban
eInput tingkat 3 mencerminkan asumsiyang digunakan oleh pelaku pasar ketika menentukan
harga aset dan kewajiban, termasuk asumsi terkait risiko
J

Gambar 2. Tiga Tingkat Input dalam Penerapan Nilai Wajar
Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2017)
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Tabel 2. Tiga Pendekatan dalam Penilaian Wajar Aset dan Kewajiban

Pendekatan

Pasar

Pendapatan

Biaya

Metode Penilaian

Input

Unsur Perubahan Iklim
yang Memengaruhi In-
put

Rasio pendapatan dan
nilai buku

* Pendapatan (EBITDA,
penjualan, pendapatan
bersih, dll)

* Nilai Buku

* Rasio pasar (nilai tran-
saksiatau perdagangan)
Perubahan iklim berpo-

tensi memengaruhi pen-
dapatan dan biaya

Arus kas diskonto

* Estimasi laba rugi
dan arus kas

* Tingkat diskonto

* Tingkat Pertumbuhan
Akhir

¢ Perubahan iklim dapat
memengaruhi arus kas
dengan  menurunkan
arus kas masuk atau

Biaya

* Biayauntuk menggan-
ti atau membangun aset
* Keusangan fungsio-
nal dan ekonomis

Potensi terjadinya ting-
kat keusangan yang
tinggi pada aset akibat
pengembangan teknolo-

menaikkan arus kas
keluar atau kombinasi
keduanya.

* Perubahan iklim juga
dapat memengaruhi
tingkat diskonto arus
kas

* Dengan tingkat ketidak
pastian yang terkan-
dung dalam perubahan
iklim sangat tinggi,
penentuan tingkat per-
tumbuhan akhir harus
dilakukandenganmeng-
gunakan beragam ske-
nario

gi ramah lingkungan.

Sumber: Climate Disclosure Standards Board (2020)

nilai wajar dengan harga yang akan diperoleh un-
tuk menjual suatu aset atau harga yang harus di-
bayar untuk mengalihkan kewajiban dalam pasar
yang teratur pada tanggal pengukuran.

Penerapan nilai wajar berkebalikan dengan
penerapan nilai historis karena dalam nilai wajar
didasarkan atas harga yang berlaku saat ini. Wa-
lau penerapan nilai wajar idealnya memerlukan
transaksi teratur yang terjadi secara rutin, SAK
68 masih dapat mengakomodasi penerapan nilai
wajar kendati tanpa transaksi teratur. Penerapan
nilai wajar tanpa adanya transaksi teratur de-
ngan menggunakan data input dalam mengukur
nilai wajar aset dan kewajiban. Guna mening-
katkan konsistensi dan keterbandingan dalam
penerapan nilai wajar, SAK 68 paragraf 72 me-
netapkan jenjang nilai wajar dalam tiga tingkat
sebagai teknik penilaian dalam pengukuran nilai
wajar. Ketiga tingkat tersebut dapat dilihat pada
Gambar 2.

Pada Gambar 2 penggunaan input tingkat
1 merupakan input dengan keandalan tertinggi
karena berupa harga kuotasi pasar. Namun un-
tuk aset dan kewajiban yang tidak terbentuk har-
ga kuotasian karena perdagangannya tidak rutin,
sehingga input tingkat 2 menggunakan aset dan
kewajiban lain yang memiliki karakteristik seje-

nis. Jika input tingkat 2 tidak dapat dilakukan,
maka penggunaan input tingkat 3 diterapkan,
dengan menggunakan asumsi yang bersifat sub-
jektif.

Penerapan nilai wajar menggunakan input
tingkat 3 untuk menilai aset dan kewajiban dapat
menerapkan salah satu atau kombinasi dari ke-
tiga metode penilaian pada Tabel 2. Dalam ketiga
pendekatan tersebut, risiko dan peluang yang ter-
kandung dalam perubahan iklim dapat dimasuk-
kan sebagai unsur penilaian. Berdasarkan Tabel
1 terlihat bahwa potensi untuk memasukkan un-
sur perubahan iklim dalam penerapan nilai wajar
atas aset dan kewajiban dapat dilakukan pada
ketiga metode penilaian.

Penerapan SAK 68 memengaruhi banyak
ketentuan lain dalam banyak SAK, yang di dalam-
nya terkait erat dengan SAK 68 adalah SAK 48.
Ketentuan dalam SAK 48 paragraf 12 (b) memper-
syaratkan bahwa manajemen harus mempertim-
bangkan beragam faktor eksternal dalam menilai
kewajaran suatu aset. Faktor eksternal tersebut
termasuk perubahan ekonomi, teknologi, dan
lingkup hukum. Walau dalam paragraf 12 (b) ti-
dak secara eksplisit menyebutkan isu perubahan
iklim, namun adanya risiko transisi dan risiko
fisik dari terjadinya perubahan iklim dapat rele-
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van untuk menjadi pertimbangan manajemen da-
lam menentukan apakah terjadi penurunan nilai
aset seuai SAK 48.

Selain risiko transisi dan risiko fisik pada Ta-
bel 2, perubahan selera konsumen dan perubah-
an peraturan pemerintah dapat menjadi faktor
pendorong dalam penurunan nilai aset. Peruba-
han selera konsumen terjadi karena peningkatan
kesadaran masyarakat akan bahaya emisi CO,
yang menyebabkan konsumen memilih produk
yang memiliki jejak karbon yang rendah. Peru-
bahan selera konsumen berpotensi menurunkan
tingkat pertumbuhan dan arus kas perusahaan
dari penjualan. Selain itu, tingkat diskonto dapat
meningkat karena peningkatan risiko fisik peru-
bahan iklim. Kondisi ini akan menurunkan nilai
aset berdasarkan penilaian arus kas, seperti ter-
lihat pada Tabel 2. Perubahan peraturan peme-
rintah terkait erat dengan kebijakan yang akan
ditempuh oleh pemerintah untuk menurunkan
emisi karbon seperti penerapan pajak karbon dan
perdagangan karbon.

Beragam jenis aset akan terpengaruh oleh
penerapan SAK 68 dan SAK 48 akibat adanya
perubahan iklim. Jenis aset pertama yang terpe-
ngaruh perubahan iklim adalah properti investa-
si. SAK 14 mengenai Properti Investasi dalam
Paragraf 40 mengatur bahwa pengukuran nilai
wajar suatu properti investasi membuat perusa-
haan harus memastikan bahwa nilai wajar te-
lah mencerminkan penghasilan dari sewa yang
sedang berjalan atas properti. Jika dikaitkan
dengan metode penilaian wajar suatu aset se-
suai Tabel 2, maka nilai properti investasi dapat
dilakukan melalui dua cara, pertama, melalui
kerusakan fisik atas properti dan kedua, melalui
penurunan pendapatan dari sewa.

Terkait kerusakan fisik, peningkatan terja-
dinya cuaca ekstrem dan bencana alam berpo-
tensi merusak kondisi fisik properti ketika letak-
nya berada pada daerah rawan bencana, seperti
di pesisir pantai, di kepulauan kecil, ataupun di
dataran rendah yang rawan banjir. Perusahaan
di bidang pariwisata dengan properti di daerah
pesisir pantai berpotensi mengalami kerusakan
fisik akibat kenaikan air laut, yang merupakan
salah satu akibat dari perubahan iklim. Ter-
kait penurunan pendapatan, perubahan iklim
juga akan berpotensi menurunkan pendapatan
yang diperoleh dari properti akibat kerusakan
fisik pada properti. Potensi kerusakan fisik dan
penurunan pendapatan berpotensi menurunkan
nilai properti ketika menerapkan nilai wajar atas
properti investasi. Penurunan nilai properti juga
dapat terjadi melalui pengurangan umur man-
faat aset (yang berakibat pada peningkatan be-
ban depresiasi) dan kenaikan tingkat risiko (yang
berakibat pada kenaikan tingkat diskonto saat
perhitungan present value atas pendapatan dari
properti pada masa depan).

Jenis aset kedua yang terpengaruh peru-
bahan iklim adalah persediaan, walau dampak-
nya tidak sebesar dibanding properti investasi

karena persediaan memiliki umur yang singkat.
Dengan umurnya yang cenderung lebih singkat,
pengaruh perubahan iklim terhadap persediaan
biasanya lebih kecil. Namun beberapa industri
juga memiliki persediaan yang umurnya panjang,
seperti industri properti (berupa rumah dan apar-
tement) dapat berada dalam penguasaan perusa-
haan pengembang selama beberapa tahun, yang
juga akan meningkatkan potensi terkena dampak
negatif dari perubahan iklim. Beberapa perse-
diaan akan terdampak risiko kerusakan akibat
risiko fisik perubahan iklim seperti perumahan
dan apartemen yang berlokasi di daerah pesisir
pantai. Kesadaran akan terjadinya risiko fisik
akibat adanya perubahan iklim membuat ma-
syarakat akan menghindari kepemilikan properti
di daerah pesisir pantai. Kondisi ini pada akhir-
nya akan berakibat penurunan harga persediaan
properti.

Aturan mengenai nilai persediaan terdapat
pada SAK 14 melalui paragraf 9 yang menyam-
paikan ketentuan bahwa penilaian persediaan
berdasarkan nilai terendah antara nilai perole-
han dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto
merupakan harga jual persediaan yang dikurangi
dengan biaya penjualan. Berdasarkan keten-
tuan ini, nilai persediaan dapat diturunkan ke-
tika mendapati nilai realisasi neto lebih rendah
dibanding nilai perolehan. Penurunan tersebut
akan diakui sebagai beban dalam laporan laba
rugi.

Jenis aset ketiga yang terpengaruh perubah-
an iklim adalah aset tetap. Aset tetap berbeda
dengan properti investasi karena aset tetap dimi-
liki untuk digunakan dalam proses produksi, se-
dangkan properti investasi dimiliki untuk mem-
peroleh laba melalui kenaikan harga atau melalui
dividen. Berdasarkan ketentuan SAK 16 paragraf
31 disebutkan bahwa aset tetap dinilai berdasar-
kan nilai wajar ketika dapat ditentukan secara
andal. Potensi penurunan nilai aset tetap terjadi
karena aset tetap beroperasi pada kondisi ting-
ginya frekuensi cuaca ekstrem (gelombang hawa
panas, tingkat curah hujang tinggi, dan kekering-
an yang berkepanjangan), bahwa kondisi terse-
but dapat mengurangi masa manfaat aset tetap.
Guna menghadapi cuaca ekstrem, diperlukan
adanya pengeluaran biaya adaptasi untuk mem-
buat aset tetap dapat tahan terhadap cuaca eks-
trem. Pengurangan masa manfaat aset tetap dan
pengeluaran biaya adaptasi berakibat kenaikan
nilai beban depresiasi. Selain itu, aset tetap yang
beroperasi dalam cuaca ekstrem juga berpoten-
si mengalami penurunan nilai residu pada akhir
masa manfaat aset tetap.

Jenis aset keempat yang terpengaruh peru-
bahan iklim adalah aset tak berwujud yang me-
rupakan aset non-moneter yang tidak berwujud.
Aset tak berwujud dapat memberikan manfaat
ekonomik pada masa depan melalui perolehan
pendapatan dan/atau penurunan biaya. Peru-
bahan nilai pada aset tak berwujud dapat terja-
di akibat peraturan pemerintah (seperti kebijak-
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an pembatasan emisi karbon) dan perubahan
selera masyarakat seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya. Terkait hal ini, SAK 19 paragraf 75
menyatakan bahwa pencatatan aset tak berwu-
jud berdasarkan nilai wajar dikurangi akumulasi
amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Selanjutnya pada paragraf 104 mengatur bahwa
amortisasi atas nilai aset tak berwujud harus di-
ubah ketika diperkirakan terjadi perubahan sig-
nifikan pada pola konsumsi manfaat ekonomik
aset.

Terkait penurunan nilai aset tak berwu-
jud, ketentuan SAK 48 paragraf 134 menyatakan
bahwa perusahaan harus mengungkapkan nilai
goodwill atau aset tak berwujud lain yang memi-
liki masa manfaat tidak terbatas. Informasi terse-
but antara lain berupa peristiwa yang mengarah
pada penurunan nilai, jumlah penurunan nilai,
dan jumlah terpulihkan.

Jenis aset kelima yang terpengaruh peru-
bahan iklim adalah aset pajak tangguhan, yang
mungkin terjadi akibat jumlah pajak yang telah
dibayar untuk periode saat ini dan sebelumnya
melebihi jumlah pajak terutang saat ini. Aset pa-
jak tangguhan juga dapat berasal dari kerugian
usaha yang digunakan untuk memulihkan pajak
saat ini dari periode sebelumnya (selama pera-
turan pajak mengizinkan). Sesuai sifat aset yang
dapat memberikan dampak ekonomis pada masa
depan, aset pajak tangguhan merupakan aset
karena dapat memberikan manfaat ekonomis
pada masa mendatang.

Sesuai ketentuan dalam SAK 46 paragraf
34 yang menyatakan bahwa aset pajak tangguh-
an dapat diakui untuk akumulasi rugi pajak dan
kredit pajak. Hal ini dapat dimungkinkan ketika
dapat diperkirakan bahwa kemungkinan besar
laba kena pajak pada masa depan akan tersedia
dan dapat dimanfaatkan. Berdasarkan ketentu-
an ini, aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan
untuk memulihkan laba kena pajak pada masa
depan. Artinya, nilai aset pajak tangguhan akan
bergantung pada ketersediaan laba pada masa
depan. Namun nilai aset pajak tangguhan mengi-
kuti ketentuan seperti aset lain, yaitu harus
dilakukan revaluasi pada aset untuk menentukan
apakah terjadi penurunan nilai pada aset terse-
but. Hal ini terlihat pada paragraf 36 yang menya-
takan bahwa entitas harus menentukan tingkat
kemungkinan bahwa laba kena pajak yang terse-
dia pada masa depan untuk dapat mengompen-
sasi kerugian pajak atau kredit pajak yang belum
dimanfaatkan. Lebih lanjut melalui paragraf 36
yang menyatakan bahwa jika tingkat kemungk-
inan laba pada masa depan sangat rendah untuk
dapat dimanfaatkan, maka aset pajak tangguhan
tidak boleh diakui.

Risiko yang terkandung pada perubahan
iklim berpotensi menurunkan pendapatan peru-
sahaan ketika tidak diantisipasi. Kondisi ini sa-
ngat rentan dialami oleh industri intensif karbon,

seperti industri minyak, gas, dan batubara. Kebi-
jakan pemerintah untuk mengontrol kadar emisi
dapat mendorong perubahan selera konsumen.
Jika kebijakan pemerintah tersebut berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan perusahaan yang
berakibat tidak tersedianya laba pada masa depan
yang dapat dimanfaatkan aset pajak tangguhan,
maka berdasarkan ketentuan dalam paragraf 36,
aset tersebut harus dihapus.

Pada sisi kewajiban, isu perubahan iklim
juga berdampak pada kewajiban yang bersifat pro-
visi. SAK 57 paragraf 14 yang menyatakan bah-
wa provisi harus diakui ketika dapat memenuhi
tiga syarat. Pertama, terdapat kewajiban masa
kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kedua,
terdapat kemungkinan tinggi terkait penyelesa-
ian kewajiban yang berakibat keluarnya sumber
daya dengan manfaat ekonomi. Ketiga, terdapat
estimasi andal terkait jumlah kewajiban.

Berdasarkan definisi tersebut, sangat rele-
van bagi perusahaan (terutama perusahaan yang
masuk kategori dalam industri intensif karbon)
untuk mengadakan provisi sebagai bentuk anti-
sipasi terjadinya gugatan terhadap operasi peru-
sahaan pada masa lalu yang menghasilkan emisi
karbon (Cho et al., 2020; Riduwan & Andayani,
2018). Saat ini di beberapa negara telah mun-
cul tuntutan hukum terhadap perusahaan yang
menghasilkan emisi karbon dalam operasinya.

Dengan alasan bahwa sangat sulit untuk
memperkirakan jumlah provisi yang dibuat saat
ini, berdasarkan paragraf 36, jumlah provisi
diakui berdasarkan estimasi terbaik atas penge-
luaran yang diperlukan guna penyelesaian ke-
wajiban pada periode pelaporan. Dasar estimasi
tersebut antara lain dapat berupa pengalaman
manajemen, pendapat ahli, dan kejadian seru-
pa di tempat lain. Estimasi tersebut dapat dis-
usun dengan konsep probabilitas, yaitu “sangat
mungkin terjadi”, “mungkin terjadi” dan “jarang
terjadi.” Jika proses penentuan perkiraan jumlah
provisi sulit untuk dilakukan, maka paragraf 59
mempersyaratkan bahwa proses revaluasi harus
dilakukan setiap tahun guna memperbarui jum-
lah yang harus tercermin dalam laporan keuan-
gan.

SIMPULAN

Perubahan iklim merupakan isu besar yang
dihadapi oleh umat manusia saat ini. Penanga-
nan isu perubahan iklim memerlukan adanya
kerja sama dari beragam pihak karena isu ini be-
gitu kompleks. Salah satu pasal dalam Perjanjian
Paris 2015 menyatakan secara eksplisit untuk
mengarahkan aliran dana pada sektor dengan
emisi rendah karbon dan sektor yang mengem-
bangkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Pengarahan aliran dana tersebut memerlukan
peran akuntan berupa internalisasi isu perubah-
an iklim dalam laporan keuangan. Internalisasi
tidak hanya sekadar menguraikan strategi dalam
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menghadapi perubahan iklim, namun juga harus
meliputi kuantifikasi dampak perubahan iklim
terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Walau isu perubahan iklim tidak secara
eksplisit diatur dalam SAK, berdasarkan uraian
sebelumnya, ketentuan dalam SAK dapat men-
gakomodasi isu tersebut sehingga dapat tercer-
min dalam laporan keuangan. Internalisasi isu
perubahan iklim sangat penting agar investor
mempertimbangkan seberapa rentan operasi pe-
rusahaan terhadap perubahan iklim. Perubahan
iklim memiliki dampak sistemik dan akan meme-
ngaruhi semua perusahaan sehingga informasi
mengenai strategi perusahaan dalam menghada-
pi perubahan iklim berikut dampaknya terhadap
aset dan kewajiban perusahaan merupakan in-
formasi yang material bagi investor. Kemampuan
SAK dalam mengakomodasi isu perubahan iklim
merupakan suatu hal yang harus dimanfaatkan
oleh akuntan untuk mulai mengungkapkan isu
perubahan iklim dalam laporan keuangan. Na-
mun juga masih diperlukan usaha lebih jauh ter-
kait standarisasi pengungkapan dan pengukur-
an dampak perubahan iklim terhadap kondisi
keuangan perusahaan. Tanpa adanya standari-
sasi tersebut, informasi dalam laporan keuangan
berpotensi akan terdistorsi, tidak konsisten, dan
tidak dapat diperbandingkan.
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